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PERATURAN KALURAHAN DEMANGREJO
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
(RPJM-KALURAHAN)
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KALURAHAN DEMANGREJO,
	Menimbang 
	: 
	a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) yang merupakan rencana strategis pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022 – 2027;

	Mengingat   
	:
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;





3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;



16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;



Dengan Kesepakatan Bersama,
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DEMANGREJO
dan 
LURAH DEMANGREJO

MEMUTUSKAN :
	Menetapkan :
	PERATURAN KALURAHAN DEMANGREJO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM KALURAHAN) PERIODE TAHUN 2022 - 2027



BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :
1. Kalurahan adalah Kalurahan Demangrejo.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong Kalurahansebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan  berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.






6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut  APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan. 
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut MUSRENBANGKAL adalah Musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai APB Kalurahan, swadaya masyarakat, dan/atau APBD.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan. 
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutaman perdamaian dan keadilan sosial.




14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. 
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.





BAB. II
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
Pasal 2
(1) RPJM Kalurahan disusun dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.
(2) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk periode Tahun 2022 – 2027.
(3) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas.
(4) Penjabaran pelaksanaan pada bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahunnya dilaksanakan melalui MUSRENBANGKAL.
(5) Hasil Musrenbangkal sebagaimana ayat (4), dituangkan dalam RKP Kalurahan.

Pasal 3

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini. 


Pasal 4

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam RKP Kalurahan.

BAB. III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RPJM Kalurahan.
(2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RPJM Kalurahan.












BAB. IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Demangrejo. 

                                                                          Ditetapkan di Demangrejo
        pada tanggal 25 Februari 2022
      Telah dievalua.n. Bupati Kulon Progo LURAH DEMANGREJO,
	       Camat Sentolo
								Cap/ttd

	        Drs. WIDODO				 GUNAWAN

Diundangkan di Demangrejo
pada tanggal 25 Februari 2022
CARIK DEMANGREJO,

Cap/ttd

 RUBIYONO


LEMBARAN KALURAHAN DEMANGREJO KAPANEWON SENTOLO
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2022



















BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DEMANGREJO
DAN
LURAH DEMANGREJO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN DEMANGREJO
KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR	: 4 /KB/BPK/2022
   	     NOMOR   : 4 /KB/PK/2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
(RPJM-KALURAHAN)
PERIODE TAHUN 2022 - 2027


Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Demangrejo, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Demangrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo
MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Demangrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) Periode Tahun 2022 – 2027
MENJADI
Peraturan Kalurahan Demangrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) Periode Tahun 2022 – 2027.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Demangrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Demangrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

	KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DEMANGREJO,


Cap/ttd

PRIYADI
	
LURAH DEMANGREJO,



Cap/ttd

GUNAWAN













Lampiran Peraturan Kalurahan Demangrejo
Nomor	: 4
Tahun	: 2022
Tentang 	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) 
  Periode Tahun 2022 – 2027


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
a. Pengertian RPJM Kalurahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) merupakan rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan masa pemerintahan Lurah terpilih. RPJM Kalurahan merupakan keselarasan antara visi dan misi Lurah terpilih. Rancangan RPJM Kalurahan memuat visi dan misi Lurah, arah kebijakan pembangunan Kalurahan, serta rencana kegiatan yang meliputi kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

b. Proses penyusunan RPJM Kalurahan
Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tahapan penyusunan RPJM Kalurahan  meliputi :
1) Lurah membentuk Tim Penyusun RPJM Kalurahan
Sesuai regulasi terbaru sebagiamana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Penyusun RPJM Kalurahan terdiri atas : Lurah sebagai pembina, Ketua yang dipilih oleh Lurah dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, Sekretaris yang ditunjuk oleh Ketua Tim, dan Anggota yang berasal dari Pamong Kalurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat, dan unsur masyarakat Kalurahan lainnya. Tim berjumlah ganjil dan paling sedikit (tujuh ) orang. Susunan Tim ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah.
Adapun tugas Tim Penyusun RPJM Kalurahan adalah :
· Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten,
· Mengkaji keadaan Kalurahan,
· Menyusun rancangan RPJM Kalurahan,
· Menyempurnakan rancangan RPJM Kalurahan.
2. Tim Penyusun RPJM Kalurahan melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten
Kegiatan ini bertujuan untujk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Kalurahan.
Isi arah informasi kebijakan pembangunan kabupaten adalah sebagai berikut :
· Rencana pembangunan jangka menengahn daerah Kabupaten,
· Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah,
· Rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten,
· Rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten, dan
· Rencana pembangunan kawasana perdesaan.
3. Pengkajian Keadaan Kalurahan
Kegiatan ini bertujuan untuk mempertimbangkan kondisi objektif Kalurahan dan keadaan Kalurahan. Adapun langkah kerja meliputi penyelarasan data Kalurahan, penggalian gagasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Kalurahan. Hasil dari kegiatan ini adalah berupa bahan masukan dalam musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan.
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan melalui Musyawarah Kalurahan
Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan musyawarah Kalurahan berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Kalurahan. Musyawarah Kalurahan dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Lurah.
Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kalurahan yaitu:
· Laporan hasil pengkajian keadaan Kalurahan,
· Rumusan arah kebijakan pembangunan Kalurahan yang dijabarkan dari visi misi Lurah,
· Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.


Musyawarah Kalurahan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak 
Diskusi kelompok membahas tentang :
· Laporan hasil pengkajian keadaan Kalurahan,
· Prioritas rencana kegiatan Kalurahan dalam jangka waktu 9 6 (enam) tahun,
· Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Kalurahan,
· Rencana pelaksana kegiatan Kalurahan yang akan dilaksanakan oleh perangkat Kalurahan, unsur masyarakat Kalurahan, kerjasama anatr Kalurahan, dan/atau kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga.
Hasil dari kegiatan ini adalah berupa hasil kesepakatan dalam musyawarah Kalurahan ditungkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Kalurahan dalam menyusun RPJM Kalurahan.
5. Penyusunan Rancangan RPJM Kalurahan
Rancangan RPJM Kalurahan memuat visi dan misi Lurah, arah kebijakan pembangunan Kalurahan serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan. Adapun tahapan penyusunan RPJM Kalurahan adalah sebagaui berikut :
· Tim penyusun RPJM Kalurahan menyusun rancangan RPJM Kalurahan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan Kalurahan dan dituangkan dalam format rancangan RPJM Kalurahan dan dilampiri dokumen rancangan RPJM Kalurahan.
· Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM Kalurahan kepada Lurah,
· Lurah memriksa dokumen rancangan RPJM Kalurahan yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Kalurahan, jika ada perbaikan rancangan RPJM Kalurahan maka dikembalikan kepada tim penyusun RPJM Kalurahan. Dalam hal rancangan RPJM Kalurahan telah disetujui oleh Lurah, maka selanjutnya dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan.
6. Penyusunan Rencana Pembanguanan Kalurahan Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan
Lurah menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kalurahan. 

Musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan unsur masyarakat yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidikan, perwakilan kelompok tani, pengrajin, perempuan, dan lain-lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan membahas dan meyepakati rancangan RPJM Kalurahan dan ditungkan dalam berita acara.
7. Penetapan dan Perubahan RPJM Kalurahan
Tahapan penetapan RPJM Kalurahan adalah sebagai berikut :
· Lurah mengarahkan tim penyusun RPJM Kalurahan melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Kalurahan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan.
· Rancangan RPJM Kalurahan menjadi lampiran rancangan peraturan Kalurahan tentang RPJM Kalurahan.
· Lurah menyusun rancangan peraturan Kalurahan tentang RPJM kalurahan dibahas dan disepakati bersama oleh Lurah dan badan Permusyawaratan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan tentang RPJM Kalurahan.
Lurah dapat mengubah RPJM kalurahn dalam hal :
· Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
· Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propisi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Perubahan RPJM Kalurahan dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
c. Pentingnya Penyusunan RPJM Kalurahan
RPJM Kalurahan disusun untuk menjadi kerangka berfikir sistematis tentang permasalahan yang dihadapi warga Kalurahan, tentang potensi sumber daya Kalurahan, serta rumusan tindakan strategis yang diorientasikan untuk memenuhi cita-cita bersama yaitu peningkatan kesejahteraan dan sekaligus membangun tata pemerintahan Kalurahan yang demoktartis, adil, dan terbuka (transparan). RPJM Kalurahan disusun agar pembangunan yang akan dilaksanakan lebih terarah dan berkesinambungan, maka Pemerintah Kalurahan perlu menyusun program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Tujuan penyusunan RPJM Kalurahan adalah untuk merumuskan visi dan misi yang diperoleh dari Musyawarah Kalurahan dan menyusun program dan kegiatan indikatif 6 tahun yang diperoleh dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan.
d. Kedudukan RPJM Kalurahan
Kedudukan RPJM Kalurahan merupakan Dokumen Perencanaan bagi Pemerintah Kalurahan Demangrejo yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Dokumen Perencanaan Pemerintah Kalurahan yang memuat uraian kegiatan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan).
e. Keterkaitan antara dokumen RPJM Kalurahan dengan dokumen RKP Kalurahan dan DU RKP Kalurahan
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan
1. Penyusunan Dokumen RPJM Kalurahan dimaksudkan :
a. sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan serta masyarakat dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan;
b. sebagai tolak ukur dan standart evaluasi program-program pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang belum dapat dilaksanakan;
c. sebagai dasar/acuan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada Dinas/Instansi terkait dan masyarakat;’
d. sebagai landasan untuk menentukan kebijakan program pembangunan tahap berikutnya sehingga pembangunan dapat berlangsung secara terarah dan berkesinambungan.
2. Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen RPJM kalurahan adalah untuk :
a. memberdayakan dan meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
b. menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat dalam pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;




c. menggali potensi, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dalam pembiayaan pembangunan / swadaya masyarakat;
d. memberikan motivasi / fasilitas / kemudahan bagi masyarakat dalam merintis / mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan penghasilan / pendapatan demi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat;
e. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi jumlah angka pengangguran.

1.3  Dasar Hukum
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Demangrejo Tahun 2022 s/d 2027 disusun dengan mengacu kepada :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;


12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Demangrejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;

1.4 Hubungan Antar Dokumen
Kedudukan RPJM Kalurahan Demangrejo periode Tahun 2022 s/d 2027 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Daerah. RPJM Kalurahan Demangrejo periode Tahun 2022 s/d 2027 yang disusun berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Kulon Progo. Adapun RPJM Daerah Kabupaten Kulon Progo berpedoman pada RPJM Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan RPJM Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada RPJM Nasional.
















1.5 Sistematika
Sistematika penyusunan RPJM Kalurahan Demangrejo disesuaikan dengan tahapan dan sistematika yang tercantum dalam Permendagri No 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014) yaitu ;
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Daftar Lampiran RPJMKal.Periode Tahun 2022 s/d 2027 :
1. Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Kalurahan;
2. Daftar Sumber Daya Alam;
3. Daftar Sumber Daya Manusia;
4. Daftar Sumber Daya Pembangunan;
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6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan Dari Padukuhan;
7. Daftar Gagasan Padukuhan;
8. Sketsa Kalurahan Dan Daftar Masalah Dan Potensi;
9. Kalender Musim Dan Daftar Masalah Dan Potensi;
10. Bagan Kelembagaan Kalurahan Dan Daftar Masalah Dan Potensi;
11. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan;
12. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan;
13. Berita Acara Penyusunan RPJM Kalurahan Melalui Muskal;
14. Rancangan RPJM Kalurahan;
15. Berita Acara Tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Kalurahan; dan
16. Berita Acara Penyusunan RPJM Kalurahan Melalui Musrenbangkal.




BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

2.1 Kondisi Desa
2.1.1 Sejarah Kalurahan
Kalurahan Demangrejo merupakan gabungan dari Kalurahan Demangan dan Kalurahan Bonoharjo yang terjadi pada tahun 1947. Kalurahan Demangan awalnya terdiri dari Padukuhan Demangan, Padukuhan Karang Patihan, Padukuhan Kijan dan sebagai pejabat lurah yaitu Bapak R. Sosrohardjono yang beralamat di Padukuhan Demangan dan pejabat carik Bapak Selosoekismo yang beralamat di Padukuhan Karang Patihan.
Sedangkan Kalurahan Bonoharjo, awalnya terdiri dari Padukuhan Belik, Padukuhan Banaran, dan Padukuhan Kenteng dengan pejabat lurah yaitu Bapak Dermosari yang beralamat di Padukuhan Belik dan pejabat carik Bapak Atma Sukarto yang beralamat di Padukuhan Banaran.
Pada tanggal 13 Januari 1947 dilaksanakan pemilihan Lurah dan Pamong Kalurahan Demangrejo untuk pertama kalinya. Pada tanggal tersebut seluruh lurah beserta pamong kalurahan Demangan dan Bonoharjo tersebut diberhentikan dengan hormat. Lurah pertama terpilih adalah Bapak Suwitorejo yang beralamat di Padukuhan Kenteng. Sebelum mendapatkan Beslit/SK menjadi lurah, Bapak Suwitorejo mengundurkan diri dan hanya menjabat selama kurang lebih 40 Hari karena beliau memutuskan untuk bekerja di luar daerah. Karena hal tersebut, maka pada tanggal 14 April 1947 diadakan pemilihan lurah kembali sehingga terpilih Bapak Pawiro Soemarto sebagai Lurah Demangrejo dan mendapatkan Beslit/Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta no. 148/D/Pem DIY.P tertanggal 19 September 1947 diusia 32 Tahun. Sebelum terpilih menjadi Lurah, Bapak Pawiro Soemarto menjabat sebagai Kamituwa selama kurang lebih 8 Bulan. Berdasarkan Beslit/SK pengangkataan Lurah Bapak Pawiro Soemarto ini lah yang menjadi dasar ditetapkannya hari jadi Kalurahan Demangrejo.
Sejak berdirinya Kalurahan Demangrejo sampai saat ini telah mengalami beberapa pergantian Pejabat Lurah/Kepala Desa dengan data sebagai berikut: 
1. Suwitorejo, Lurah Demangrejo definitif dengan masa jabatan Tahun 1947 (menjabat ± 40 hari)

2. Pawiro Soemarto, Lurah Demangrejo definitif dengan masa jabatan  Tahun 1947 s/d tahun 1986;
3. R. Suyatno Sosroharjono, Lurah Demangrejo definitif dengan masa jabatan Tahun 1988 s/d tahun 1998;
4. Bapak Prayitno, BA Lurah Demangrejo definitif dengan masa jabatan Tahun 1999 s/d tahun 2007;
5. Bapak Sugeng, Lurah Demangrejo definitif dengan masa jabatan Tahun 2008 s/d tahun 2014;
6. Bapak Gunawan, Lurah Demangrejo definitif dengan masa jabatan Tahun 2014 s/d tahun 2020;
7. Bapak Hening Nurcahya, A.P., M.M. (Jabatan terakhir Panewu Kalibawang) Pj. Lurah Demangrejo dengan masa jabatan Tahun 2020 s/d 2021;
8. Bapak Gunawan, Lurah Demangrejo definitif dengan masa jabatan Tahun 2021 s/d tahun 2027.
Kondisi geografis Kalurahan Demangrejo adalah sebagai berikut :
a) Letak Wilayah
Kalurahan Demangrejo merupakan Kalurahan yang berada di Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Demangrejo memiliki luas wilayah 333,3 ha. Batas-batas wilayah administrasi Pemerintahan Kalurahan Demangrejo adalah :
· Sebelah Utara	  : Kalurahan Sukoreno dan Kedungsari 
· Sebelah Timur	  : Kalurahan Srikayangan, Bumirejo, Sukoreno
· Sebelah Selatan  : Kalurahan Bumirejo
· Sebelah Barat	  : Kalurahan Krembangan dan Kedungsari 
Topografi dan kontur tanah Kalurahan Demangrejo secara umum berupa Areal Pertanian berupa persawahan dan tegalan. Ketinggian dari atas permukaan laut ± 17 m dengan wilayah yang berbukit-bukit. Suhu rata-rata adalah 25  - 32°C . 
Secara umum sepanjang tahun mengalami dua musim yaitu musim hujan (Januari-September) dan musim kemarau (April-Agustus).









b) Luas Wilayah 
Jumlah luas tanah Kalurahan Demangrejo seluruhnya mencapai 333,33 ha yang terdiri dari tanah darat, dan tanah sawah dengan rincian penggunaanya sebagai berikut :
	Luas pemukiman
	238,41
	 ha/m2

	Luas persawahan
	77,97
	 ha/m2

	Luas kuburan
	1,02
	 ha/m2

	Luas Tanah SG
	0,54
	 ha/m2

	Luas Tanah Wakaf
	2,69
	 ha/m2

	Luas prasarana umum lainnya
	12,70
	 ha/m2

	Total luas
	333,33
	 ha/m2



c) Orbitasi
	1
	Jarak ke Ibu Kota Kapanewon
	3 Km

	2
	Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten/Kota
	6 Km

	3
	Jarak ke Ibu Kota Provinsi
	25 Km

	4
	Jarak tempuh ke Ibu Kota Pusat memakai kendaraan
	12 Jam



d) Karakteristik Kalurahan
Kalurahan Demangrejo merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan pencaharian lainnya adalah, peternakan, perikanan, perdagangan dan sektor industri kecil yang bergerak di bidang kerajian dan pemanfaatan hasil olahan. 

2.1.2 Demografi
a. Keadaan penduduk bedasarkan jumlah kelamin
Berdasarkan pemutahiran data pada Bulan Desember tahun 2021 jumlah penduduk Kalurahan Demangrejo terdiri dari 3.378 Jiwa degan rincian sebagai berikut :
· Laki_laki			: 1.677 jiwa
· Perempuan			: 1.701 jiwa
· Jumlah Kepala Keluarga	: 1.200 KK
b. Jumlah penduduk menurut agama/penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Data Desember 2021)
· Islam				: 2.979 orang
· Katholik			: 369 orang
· Kristen			: 30 orang


c. Jumlah Rt/Rw 
· Rt	: 23 
· Rw	: 11 
d. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan 
· Tidak Sekolah			: 698 orang
· Tidak Tamat SD			: 424 orang
· SD					: 596 orang
· SMP					: 545 orang
· SMA					: 914 orang
· Diploma				: 73 orang
· Sarjana				: 123 orang
· Pasca sarjana			: 5 orang
e. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian 
· Petani			    		: 1.030 orang
· Buruh penggarap 	        		: 167 orang
· Buruh Pabrik                  		: 296 orang
· Wiraswasta/Pedagang		: 179 orang
· Pegawai Swasta              		: 227 orang
· PNS                               		: 52 orang
· TNI/ POLRI                     		: 8 orang
· Dokter					: 2 orang
· Perawat				: 11 orang

2.1.3 Keadaan Sosial
a. [bookmark: _Hlk107056306]Agama
Penduduk Kalurahan Demangrejo terdiri dari pemeluk agama Islam, Katholik, kristen. Bangunan masjid dan mushola tersebar disemua Padukuhan, terdapat pondok pesantren At-Tanwir yang berada di Padukuhan Karang Patihan. Sedangkan gereja Katholik Maria Meter Dei ada di Padukuhan Kenteng dan terdapat 1 bangunan kapel/balai pertemuan katholik di Padukuhan Banaran. Tokoh Agama di Kalurahan Demangrejo terdapat 8 orang Rohaniawan Islam dan 4 Prodiakon.
b. Kesehatan Masyarakat
Fasilitas pelayanan kesehatan dari ibu hamil, bayi, balita sampai lansia sudah cukup memadai. Seluruh bayi dan balita di Kalurahan Demangrejo sudah terlayani dengan adanya fasilitas 6 posyandu di 6 Padukuhan. Kesehatan ibu hamil terlayani dengan baik oleh Puskesmas Sentolo 2 dan didukung dengan adanya kelas ibu hamil, tenaga kesehatan dan fasilitas yang memadai serta pelayanan yang baik. Kegiatan senam kebugaran jasmani bagi kaum perempuan dan lansia dilaksanakan dibeberapa Padukuhan yang secara antusias diikuti oleh warga masyarakat.
Kondisi rumah tempat tinggal sebagaian besar di Kalurahan Demangrejo sudah permanen dan memenuhi syarat kesehatan. tetapi di beberapa Padukuhan masih ada rumah yang tidak layak huni. Kondisi fasilitas keluarga seperti mandi-cuci-kakus mayoritas sudah memenuhi standart kesehatan namun ada beberapa warga yang masih menggunakan jamban cemplung dan tersebar di semua Padukuhan.
c. Keamanan dan ketertiban Masyarakat
Keamanan yang asal katanya dari aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berpertan sesuai ketentuan yang ada.
Kalurahan Demangrejo terletak pada daerah yang strategis dilintasi jalan nasional yang menghubungkan antara Kota Wates dan Kota Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Kalurahan di 3 Kapanewon yaitu Kalurahan Bumirejo Kapanewon Lendah, Kalurahan Krembangan Kapanewon Panjatan, Kalurahan Kedungsari Kapanewon Pengasih. Dengan demikian secara geografis maupun demografis termasuk kawasan yang rawan keamanan dan terjadinya konflik, maka dari itu keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi perhatian yang utama dalam pembangunan Kalurahan.
Pembinaan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban dilakukan dengan pembentukan relawan jaga warga di setiap Padukuhan, mengoptimalkan peran linmas serta menggalakkan sistem keamanan lingkungan (siskampling). Adapun data jumlah anggota linmas berjumlah 30 orang dan pada setiap Rukuh Tangga (RT) mayoritas sudah terdapat poskamling yang relativ aktif.
d. Kedaulatan Politik Masyarakat
i. Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan
Peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam rangka pembangunan kalurahan terkait dengan carapenentuan Lurah dan Pamong Kalurahan, pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LPMK, PKK, RT, RW, Karang Taruna) maupun peran serta masyarakat Kalurahan dalam musyawarah perencanaan pembanguanan Kalurahan. Untuk penentuan Lurah dengan cara pemilihan langsung oleh masyarakat Kalurahan sedangkan Pamong Kalurahan ditetapkan oleh Lurah melalui proses ujian seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penentuan angota BPK dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan peran serta perempuan sebagai salah satu calon yang berhak dipilih. Sedangkan pembentukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dilakukan secara demokratis dan diutamakan musyawarah mufakat. Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kalurahan minimal 1 (satu) tahun sekali diadakan musyawarah perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkatan paling bawah, yaitu Padukuhan. Hasil dari musyawarah Padukuhan ini kemudian dibawa ke forum musyawarah ditingkat Kalurahan.
ii. Adat Istiadat
Beberapa adat istiadat yang masih berlaku dan masih lestari di Kalurahan Demangrejo sebagai wujud kedaulatan politik masyarakat adalah paguyuban warga, pengangkatan rois/prodiakon, rembug RT/RW, pelestarian budaya gotong rotong/gugur gunung/kerja bakti/sambatan, nyandran, merti dusun, kenduri, wiwitan panen, majelis taklim, kelompok penggiat seni dan budaya, perawatan cagar budaya, upacara adat pernikahan dan lain-lain. Selain itu juga terdapat kegiatan pemanfaatan tanah Kalurahan (tanah kas Kalurahan, bengkok/lungguh, tanah pengarem-arem).

2.1.4 Keadaan Sosial
1) Kondisi Umum
Kalurahan Demangrejo merupakan Kalurahan yang pertumbuhan ekonominya termasuk kategori berkembang. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Kalurahan Demangrejo bekerja sebagai petani/pekebun/buruh tani, wiraswasta, pedagang sehingga untuk mengembangkan potensi ekonomi Kalurahan melalui pelatihan ekonomi produktif berupa pelatihan ketrampilan. Kalurahan Demangrejo termasuk wilayah Pedesaan dengan potensi terbesar disektor pertanian, namun hasil pertanian saat ini masih dijual dalam bentuk aslinya karena belum diolah menjadi suatu komoditi perdagangan yang dapat meningkatkan nilai jual, dengan demikian masyarakat belum dapat secara optimal mendapatkan nilai jual hasil pertanian dengan harga yang memuaskan. Selain itu, masyarakat Kalurahgan Demangrejo masih banyak yang mencari kerja diluar daerah, sehingga diperlukan pembukaan lapangan pekerjaan di wilayah Kalurahan Demangrejo. Potensi budidaya bawang merah, perikanan dan peternakan sangat potensial dikembangkan untuk mendukung perekonomian masyarakat yang mana pada sektor usaha tersebut membutuhkan banyak sekali tenaga kerja.
Dengan keadaan tersebut maka Pemerintah Kalurahan Demangrejo berupaya untuk meningkatkan perekonomian warga melalui berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah DIY  maupun pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pemerintah Kalurahan Demangrejo juga menjalin kerjasama dengan pihak Ketiga, instansi terkait, lembaga masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat,  serta membuat lapangan pekerjaan agar dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan tetap. Dengan adanya Dana Kalurahan dari pemerintah pusat, dana keistimewaan dari Pemerintah DIY, alokasi dana Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten sangat bermanfaat bagi masyarakat Kalurahan Demangrejo. Bantuan ini digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kalurahan Demangrejo yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2) Lembaga Usaha Perekonomian dan Keuangan
Terdapat berbagai lembaga usaha perekonomian dan keuangan di wilayah Kalurahan Demangrejo yang terbagi dalam beberapa jenis perbankan dan kelompok-kelompok usaha perekonomian dan keuangan. Adapun jumlah Bank konvensional ada 1 yaitu Bank BPD DIY, untuk lembaga keuangan ada BUMDesa yang mengembangkan dana pinjaman bergulir kepada masyarakat. Adapun kelompok usaha perekonomian juga terdapat di wilayah Padukuhan yaitu adanya simpan pinjam di kelompok arisan dan lain sebagainya.
3) Teknologi Tepat Guna
Teknologi tepat guna atau yang disingkat TTG adalah teknologi yang digunakan dengan sesuai (tepat guna). Teknologi ini telah dikembangkan secara tradisional, sederhana dan proses pengenalannya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dan mata pencaharian pokok masyarakat. Di Kalurahan Demangrejo sendiri menggunakan teknologi tepat guna tersebut dalam pembuatan pupuk organik, budidaya bawang merah dan lain-lain. Diharapkan dengan menggunakan teknologi tepat guna ini dapat meningkatkan hasil produksi dan menghemat biaya produksi.

2.2 Kondisi Pemerintah Kalurahan
2.2.1 Pembagian Wilayah Kalurahan
Kalurahan Demangrejo terbagi menjadi 6 Padukuhan, 11 RW, 23 RT dengan rincian sebagai berikut :
· Padukuhan Demangan 1 RW dan 3 RT
· Padukuhan Karang Patihan 2 RW dan 4 RT
· Padukuhan Kijan 2 RW dan 4 RT
· Padukuhan Belik 2 RW dan 4 RT
· Padukuhan Banaran 2 RW dan 4 RT
· Padukuhan Kenteng 2 RW dan 4 RT

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan
1) Sistem Organisasi dan tata Kerja
Mulai tahun 2020 nomenklatur Desa berubah menjadi Kalurahan sebagi akibat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan Peraturan Desa Demangrejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Demangrejo terdapat perubahan nomenklatur pada sistem organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, Lurah dibantu oleh Kesekretariatan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.  Kesekretariatan dikoordinir oleh Carik dengan dibantu Panata Laksana Sarta Pangripta dan Danarta. Pelaksana Teknis terdiri dari Jagabaya, Ulu-Ulu dan Kamituwa. Pelaksana Kewilayahan dilakukan oleh Dukuh yang terdiri dari 6 orang Dukuh yang langsung membawahi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk memperlancar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dibantu oleh 2 orang staf adminstrasi non pelungguh, 1 orang pesuruh kantor dan 1 orang penjaga malam kantor Kalurahan.
Dalam menggerakan roda pemerintahan dan kemasyarakatan, Kalurahan Demangrejo memiliki lembaga dan badan sebagai mitra kerja Pemerintah Kalurahan. Dalam pemerintahan mempunyai mitra kerja yaitu Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) dengan jumlah 7 orang. BPK mempunyai peranan penting dalam musyawarah untuk mengambil kesepakatan bersama terhadap regulasi kebijakan tahunan. 
BPK Kalurahan Demangrejo juga berfungsi sebagai lembaga yang selalu memberikan masukan dan pengawasan internal.
Kalurahan Demangrejo menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Kalurahan dengan  pola minimal, sebagaimana terlihat pada bagan struktur organisasi sebagai berikut :
[image: ]
Berikut adalah Data Aparatur Pemerintaha Kalurahan Demangrejo:
	No.
	Jabatan
	Nama
	L/P
	Pendidikan  
	

	1
	Lurah
	Gunawan
	L
	SMP
	

	2
	Carik
	Rubiyono
	L
	S1
	

	3
	Palakta
	Sri Muryati
	P
	SMA
	

	4
	Danarta
	Budi Maryanto
	L
	S1
	

	5
	Jagabaya
	Pardi
	L
	SMA
	

	6
	Ulu-Ulu
	Marjana
	L
	SMA
	

	7
	Kamituwa
	Samiran
	L
	SMA
	

	8
	Dukuh Demangan
	Heriyanto
	L
	SMP
	

	9
	Dukuh Karang Patihan
	Suparman
	L
	SMA
	

	10
	Dukuh Kijan
	Martono
	L
	SMA
	

	11
	Dukuh Belik
	Slamet
	L
	SMA
	

	12
	Dukuh Banaran
	Seniya
	L
	SMA
	

	13
	Dukuh Kenteng
	Heru Nurcahyono
	L
	SMA
	



Dibidang swadaya dan partisipasi masyarakat serta gotong royong Kalurahan Demangrejo mempunyai Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, yaitu LPMKal, PKK, Karang Taruna, RT/RW, Posyandu, PAUD, TPA dan PIA, Gapoktan, P3A, Demang Tumandang, Desa Prima, P3A Putri Arimbi, KWT, Jaga Warga.

2) Badan Permusyawaratan Kalurahan
Pada tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berubah nama menjadi Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK).            Pada tanggal 1 April 2020 BPK Kalurahan Demangrejo resmi terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati No. 129/A/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan se-Kabupaten Kulon progo masa jabatan 2020-2026. Berbeda dengan periode sebelumnya, pada periode ini anggota BPK merupakan representasi dari keterwakilan 6 wilayah dan 1 keterwakilan perempuan. BPK Kalurahan Demangrejo beranggotakan 7 orang dengan komposisi 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 1 Orang Sekretaris, 2 orang Ketua Bidang dan 2 orang Anggota.
Berikut adalah Data BPK Kalurahan Demangrejo :
	No.
	Nama
	Alamat
	  Jabatan
	

	1
	Priyadi
	Belik
	Ketua
	

	2
	FX. Untara
	Banaran
	Wakil Ketua
	

	3
	Sunarto
	Demangan
	Sekretaris
	

	4
	B Nanang Nugroho
	Kenteng
	Wakil Ketua Bidang 1
	

	5
	Muh Khotim
	Kijan
	Wakil Ketua Bidang 2
	

	6
	Wantiningsih
	Karang Patihan
	Anggota
	

	7
	Sulasmi
	Demangan
	Anggota
	
























BAB III
POTENSI DAN MASALAH
3.1 Potensi
Secara umum potensi yang dimiliki Kalurahan Demangrejo antara lain adalah sebagai berikut :
· Letak Kalurahan Demangrejo yang cukup strategis karena dilintasi jalan nasional yang menghubungkan antara kota Wates dan Kota Yogyakarta;
· Kalurahan Demangrejo masuk dalam zona kawasan penyangga ketahanan pangan Kabupaten Kulon Progo;
· Sarana dan prasarana penunjang pendidikan, kesehatan dan perhubungan yang memadai, seperti PAUD, TK, SD, Puskesmas Pembantu, Posyandu, jalan Kalurahan yang mayoritas sudah di rabat beton;
· Sumber daya manusia yang cukup profesional dengan beragam keahlian dengan tingkat pendidikan rata-rata sekolah menengah atas;
·  Keberadaan lembaga kemasyarakatan kalurahan, BUMDesa, dan lembaga keswadayaan masyarakat sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam pembangunan.
Adapun terkait dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya adalah sebagai berikut :
a. Sumber Daya Alam
Geografi Kalurahan Demangrejo yang terdiri lembah, daratan datar dan perbukitan memiliki potensi alam seperti lahan persawahan, lahan tegalan, perkebunan dan daerah aliran sungai (sungai papah dan sungai sen). Untuk wilayah daratan datar sangat cocok untuk lahan pertanian dengan komoditas, padi, jagung, holtikultura(bawang merah, cabai, kacang panjang, sawi, dan lain-lain). Budidaya dibidang perikanan dan peternakan juga sangat cocok di wilayah Kalurahan Demangrejo.
b. Sumber Daya Manusia
Penduduk Kalurahan Demangrejo dengan jumlah komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Jumlah penduduk tamat sekolah jauh lebih tinggi dari jumlah penduduk yang tidak tamat/tidak sekolah. Sebagian besar penduduk masih dalam usia produkti. Hal ini berpotensi untuk menopang kegiatan pembangunan di Kalurahan. Sumber penghasilan utama penduduk Kalurahan Demangrejo berasal dari bidang pertanian, perkebunan, peternakan perdagangan dan jasa.





c. Sumber Daya Manusia
Sarana dan prasarana penunjang pembangunan di Kalurahan Demangrejo dengan ditopang berbagai fasilitas umum sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari sarana prasarana umum, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Fasilitas jalan terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabuapaten, Jalan Kalurahan dan Jalan Lingkungan dan Jembatan. Keberadaan jalan-jalan dan jembatan tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas warga masyarakat Kalurahan. Fasilitas pendidikan terdiri dari PAUD, TK, SD, TPA dan PIA, dan lain-lain. Sedangkan fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu dan Posyandu. Untuk fasilitas ekonomi ditunjang dengan adanya kelompok-kelompok usaha.
d. Sumber Daya Sosial Budaya
Budaya dan adat tradisi yang dimiliki dan berkembang serta masih lestari di Kalurahan Demangrejo seperti budaya gotong royong/gugur gunung/kerja bakti/sambatan, adat tradisi pernikahan, dan peringatan hari-hari tertentu seperti bersih dusun, nyadran, kenduri masih dilakukan. Kesenian seperti jathilan, hadroh/sholawatan, oglek, karawitan dan lain-lain juga masih lestari dimasyarakat.

3.2 Masalah
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kalurahan Demangrejo berdasarkan pengkajian keadaan Kalurahan menurut bidang atau urusan pemerintahan Kalurahan adalah sebagai berikut :
· Sering terjadi banjir di Bulak Demangrejo selatan karena terkendala akses drainase yang melewati wilayah Kalurahan Bumirejo;
· Akses irigasi di Bulak kulon debagan kurang berfungsi secara maksimal;
· Askes jalan pertanian yang kurang memadai;
· Sering terjadi banjir bila hujan deras dikawasan daerah aliran sungai sempu yang menggenangi pekarangan warga;
· Kurangnya lapangan pekerjaan;
· Kurangnya pemahaman terhadap ilmu agama;
· Pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak buruk terutama bagi generasi muda dan masuknya budaya asing;
· Generasi muda yang kurang mengenal adab dan budaya;
· Pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan kurang maksimal sehingga belum bisa meningkatkan nilai jual;
· Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas karena tingkat pendidikan yang rendah;
· Pemanfaatan kios Kalurahan di sepanjang Jalan Nasional kurang optimal;
· Rendahnya pendapatan masyarakat.

BAB IV
KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM KALURAHAN

4.1 Visi dan Misi
4.1.1. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Kalurahan. Menggambarkan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan, maka dibuatlah visi Kalurahan Demangrejo dengan mengacu pada rancangan strategis daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 – 2027, maka ditetapkan “Visi Kalurahan Demangrejo“  adalah sebagai berikut  :
“TERWUJUDNYA PEMERINTAH KALURAHAN YANG BERSIH, AMANAH, BERTAQWA, BERBUDAYA DAN BERKEADILAN BAGI MASYARAKAT KALURAHAN DEMANGREJO”
Yaitu suatu kondisi masyarakat kalurahan demangrejo yang memiliki budaya, etika dan estetika, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan kemasyarakatan yang aman, tenteram, sejahtera dan religius. Dengan penjabaran sebagai berikut :
a. Kalurahan Demangrejo yang bersih dan amanah, kondisi yang ingin dicapai berupa :
· Penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan amanah.
· Penyelenggaraan tata pemerintahan yang beretika dan bermoral.
· Pelayanan prima kepada masyarakat melalui tertib administrasi dan tertib pelayanan.
· Koordinasi dan komunikasi yang sinergis dan dinas/instansi/lembaga dalam berbagai tingkatan.
· Sarana  rasarana, suasana kerja dan lingkungan yang tertib dan rapih.
· Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
· Berjalannya pola pengamanan siskam swakarsa.
· Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.
· Terjalinnya koordinasi yang terpadu dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan masalah keamanan dan ketertiban.
· Pola tata ruang lingungan yang tertib, indah dan asri dalam memperhatikan aspek estetika, etika, dan fungsi.
· Menurunnya tingkat kriminalitas dan kejadian yang meresahkan masyarakat.

b. Kalurahan Demangrejo yang berkeadilan, kondisi ideal yang ingin dicapai berupa :
· Masyarakat kalurahan demangrejo yang memiliki tingkat kesehatan jasmani dan rohani yang tinggi.
· Lingkungan yang bersih dan sehat.
· Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dalam bidang kesehatan.
· Pola hidup bersih dan sehat yang mengakar kuat dalam kehidupan bermasyarakat.
· Meningkatnya angka capaian pendidikan dasar yang ditamatkan oleh masyarakat kalurahan demangrejo.
·  Sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas serta memadai.
· Meningkatnya akses sibilitas masyarakat kalurahan demangrejo terhadap berbagai fasilitas pendidikan.
· Meningkatnya aksebilitas masyarakat kalurahan demangrejo terhadap penguasaan teknologi dalam pengembangan diri dan pengembangan usaha.
· Infrastruktur yang memadai untuk mendorong kegiatan perekonomian 
( jalan, jembatan, jaringan irigasi, dll ).
c. Kalurahan Demangrejo yang bertaqwa, kondisi yang ingin dicapai berupa :
· Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat
· Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keagamaan
· Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kegiatan keagamaan.
d. Kalurahan  Demangrejo yang berbudaya, kondisi yang ingin dicapai berupa:
· Masyarakat kalurahan demangrejo yang memiliki etika, tata nilai dan budaya serta etos kerja yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.
· Berkembangnya etika dan budaya jawa dalam kehidupan masyarakat.
· Berkembangnya seni dan tradisi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan.
· Berkembangnya pageleran seni budaya dan olah raga baik dalam even pemerintahan maupun even kemasyarakatan.


4.1.2  Visi
Misi merupakan langkah strategis untuk mencapai visi atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dari visi, maka misi yang kami usung yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisme pamong Kalurahan yang berintegritas dan dapat dijadikan contoh bagi warganya serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjaga dan meningkatkan kerukunan antar dan intern umat beragama.
3. Meningkatkan pembangunan dalam bidang agama, kesehatan, perekonomian, pendidikan dan kebudayaan.
4. Mengoptimalkan peran pemuda, organisasi masyarakat serta pemberdayaan perempuan.
5. Meningkatkan budaya kerja dan pelestarian terhadap seni budaya serta olah raga.
6. Menyelenggarakan tata kelola manajemen pemerintahan Kalurahan yang baik (Good Governance) dan pelayanan prima terhadap masyarakat.
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
8. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
9. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.
10. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan potensi desa disektor pertanian berupa komoditas bawang merah.
11. Meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa.
12. Mendukung program pemerintah dalam pencegahan penularan Covid-19 dengan mentaati protokol kesehatan.

4.2 Tujuan dan Sasaran
4.2.1 Tujuan
Tujuan dari visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas demokratisasi di Kalurahan;
3. Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas Pamong Kalurahan, kelembagaan dan kapasitas masyarakat;
5. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian kalurahan;
6. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan Kalurahan;
7. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan;
8. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan;
9. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan;
10. Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat, derajat kesehatan dan gizi masyarakat;
11. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik dan layak;
12. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan.
13. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan masyarakat;
14. Meningkatkan prestasi seni, budaya dan olahraga pada masyarakat;
15. Meningkatkan pembinaan agama yang mengutamakan pendidikan karakter yang berakhlak mulia;
16. Meningkatkan produksi pertanian, pemasaran hasil produksi pertanian dan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian;
17. Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri dan perdagangan;
18. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka membuka lapangan kerja bagi masyarakat;
19. Meningkatkan capaian 18 tujuan SDG’s (tujuan pembangunan berkelanjutan) Kalurahan, yaitu :
a. Desa tanpa kemiskinan;
b. Desa tanpa kelaparan;
c. Desa sehat dan sejahtera;
d. Pendidikan Desa berkualitas;
e. Keterlibatan Perempuan Desa;
f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
h. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
i. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
j. Desa tanpa kesenjangan;


k. Kawasan pemukiman Desa aman dan nyaman;
l. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
m. Desa tanggap perubahan iklim;
n. Desa peduli lingkungan laut;
o. Desa peduli lingkungan darat;
p. Desa damai berkeadilan;
q. Kemitraan untuk Pembangunan Desa, dan
r. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.


4.2.2 Sasaran
Adapun sasaran dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparatur Pemerintahan Kaliurahan;
2. Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi;
3. Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku;
4. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana transportasi, pertanian, dan perdagangan;
5. Meningkatnya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan beserta sarana prasarana kesehatan;
6. Meningkatnya ketersediaan pusat pelayanan beserta sarana penunjang kegiatan pendidikan;
7. Meningkatnya ketersediaan pusat pelayanan beserta sarana penunjang kegiatan olahraga, seni dan budaya;
8. Meningkatnya ketersediaan gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan Kalurahan dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
9. Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat;
10. Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kreativitas pemuda;
11.  Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni, budaya dan olahraga;
12. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam majelis-majelis taklim atau kajian agama sejenis dalam rangka pembentukan karakter;
13. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan dan perikanan;
14. Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat;
15. Meningkatya capaian 18 tujuan SDG’s di Kalurahan Demangrejo.

BAB V
STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

5.1 Strategi untuk menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan Kalurahan yang baik (Good Governance).
Untuk mewujudkan pemerintahan Kalurahan yang baik, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kalurahan Demangrejo, perlu dilaksanakannya implementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang baik adalah:
· Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kalurahan masih belum optimal:
· Kualitas SDM aparatur pemerintah Kalurahan masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan,
· Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan untuk menjawab tuntutan reformasi,
· Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sisitem palayanan umum masih relatif kurang.
Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut diatas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah:
· Terlaksanaannya pengelolaan admisistrasi Pemerintah Kalurahan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik,
· Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
· Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur Kalurahan sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan:
· Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat.
Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana tersebut diatas, akan ditempuh kebijakan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kinerja Pamong Kalurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan administrasi, fasilitasi penataan pemerintahan Kalurahan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku secara bijaksana, cermat dan cepat,
2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kalurahan dalam upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari peningkatan wawasan atau pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kerja,
3. Meningkatkan hubungan kemitraan dan kerja sama pemerintah Kalurahan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan secara harmonis dan sinergis demi kelancaran pemerintahan dan pembangunan Kalurahan:
4. Meningkatkan ketersediaan dan mutu sarana dan prasarana sistem pelayanan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi.

5.2 Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat
Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bersih dari narkoba, aman, damai,bersatu dan berakhlak mulia dengan agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan untuk mendorong mencapai kemajuan, maka sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kalurahan Demangrejo, perlu dilaksanakannya implementasi dari visi dan misi Kalurahan tersebut, dengan tujuan meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah sebagai berikut:
· Era globalisasi dan keterbukaan memberikan celah kemajuan sekaligus bahaya narkoba bagi generasi muda:
· Kondisi kamtibmas Kalurahan Demangrejo cukup rawan dengan gangguan kamtibmas,
· Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
· Pemahaman, penghayatan dan pangamalan ajaran agama dikalangan peserta didik belum menunjukkan hasil yang memuaskan,
· Lembaga sosial kegamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan sosial yang dinamis.
Dengan prioritas pembangunan ini, diharapkan akan dapat dicapai sasaran berkembangnya kehidupan masyarakat yang bersih dari narkoba, aman dan tentram, serta terwujudnya karakter akhlak mulai dengan toleransi intern dan antar umat beragama. 
Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan bersatu, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman dengan meningkatkan kegiatan Poskamling secara terus-menerus untuk mengatasi ancaman kejahatan dan tindakan yang meresahkan,
2. Menjaga dan meningkatkan kondisi keamanan, ketertiban masyarakat dan ketahanan masyarakat demi terciptanya kehidupan masyarakat kalurahan yang aman, tenteram, tenang dan damai penuh rasa kekeluargaan dan kebersamaan,
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat,
4. Berkoordinasi dengan pihak terkait dan pemantapan kerja sama demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat,
5. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.
Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia untuk mendorong mencapai kemajuan pembangunan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia untuk mendrong mencapai kemajuan pembangunan,
2. Pembangunan Agama diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.

5.3 Strategi Untuk Meningkatkan Kemandirian Masyarakat
Untuk mewujudkan peningkatkan kemandirian masyarakat perlu mendorong  dan menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif, industri, kerajinan rumah tangga, UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat baik materiil maupun spiritual menuju Kalurahan Demangrejo yang mandiri. Di samping itu juga tetap harus memelihara dan mengembangkan adat istiadat, budaya lokal dan seni tradisi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya. Maka dari itu, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kalurahan Demangrejo, perlu dilaksanakannya implementasi dari visi misi tgersebut, dengan tujuan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat.
Permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan kemandirian masyarakat adalah terbatasnya akses sebagian dasar masyarakat terhadap sumber daya sosial dan ekonomi, berkurangnya prakarsa, peran serta lemahnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu enam tahun ke depan adalah meningkatnya kemampuan akses masyarakat kurang mampu, perempuan dan anak-anak terhadap sumber daya sosial dan ekonomi, serta meningkatnya peran serta prakarsa masyarakat dalam pembangunan. 
Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di wilayah Kalurahan Demangrejo dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil yang mampu memberikan lapangan kerja lebih luas kepada keluarga miskin;
2. Mendorong dan menumbuhkan usaha ekonomi produktif, industri, dan kerajinan rumah tangga, UMKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha jasa dalam rangka mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan hidup keluarga dan masyarakat;
3. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk bidang-bidang keunggulan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja;
4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan pengelolaan hasil pertanian, peternakan, perikanan, jasa, industri, dan kerajinan.
5. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan Kalurahan,
6. Menumbuhkembangkan sikap gotong - royong dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan,
7. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan mandiri,
8. Membantu pemasaranan hasil-hasil pertanian dan kerajinan,
9. Mengembangkan dan melestarikan budaya, adat istiadat dan kearifan lokal,
10. Memelihara dan mengembangkan adat istiadat dan budaya lokal, melestarikan seni tradisi, olah raga dan kesenian yang bernilai positif dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan kepribadian luhur,
11. Mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong, kekeluargaan dan toleransi, meningkatkan pengamalan ajaran agamanya dan menciptakan tri kerukunan hidup beragama (kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah,
12. Mendorong terciptanya kesadaran masyarakat yang taat dan patuh terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan, hukum, dan kesepakatan lokal dengan dilaksanakannya sosialisasi/penyuluhan hukum.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

6.1 Kebijakan Pendapatan Kalurahan
Kebijakan Keuangan Kalurahan yang merupakan potensi Kalurahan dan sebagai penerimaan Kalurahan, sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Kalurahan dari sektor Pendapatan Asli Kalurahan dan dana perimbangan. Upaya- upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan untuk meningkatkan pendapatan Kalurahan, antara lain:
· Mengidentifikasi kekayaan aset Kalurahan dan dan meningkatkan sistem kerjasama dengan pihak ketiga terkait sewa menyewa aset Kalurahan;
· Meningkatkan Pendapatan Kalurahan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha;
· Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Kalurahan;
· Membentuk dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Kalurahan;
· Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal ada atau tidak adanya pungutan Kalurahan;
· Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan Kalurahan.
Kebijakan pengelolaan pendapatan Kalurahan diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Kalurahan (PAK). Sumber Pendapatan Kalurahan Demangrejo berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Kalurahan, yaitu :
a. hasil usaha;
b. hasil aset;
c. swadaya, partisipasi dan seneng royong, dan
d. pendapatan asli kalurahan lain;
2. Pendapatan Transfer (dari APBN /APBD), yaitu :
a. dana Kalurahan;
b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 
c. alokasi dana Kalurahan,
d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota:

3. Pendapatan Lain-lain, yaitu :
a. Penerimaan dari hasil kerja sama Kalurahan,
b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan,
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
e. bunga bank: dan
f. pendapatan lain Kalurahan yang sah.

6.2 Kebijakan Belanja Kalurahan
Arah kebijakan belanja Kalurahan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas danefisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Kalurahan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui esensi utama penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Kalurahan tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan secara tepat waktu pula.
Meningkatkan kualitas anggaran belanja Kalurahan melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel, Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan Visi dan Misi Kalurahan dan Alokasi anggaran Kalurahan indikatif berdasarkan kemampuan keuangan Kalurahan, Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan serta prioritas kegiatan baik berupa belanja langsung dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat maupun belanja tidak langsung seperti belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Kebijakan belanja Kalurahan diarahkan pada skala prioritas dan optimalisasi Belanja Kalurahan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Kalurahan.
Struktur Belanja Kalurahan Demangrejo berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, terdiri dari beberapa sub bidang, antara lain:
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Kalurahan;
b. sarana dan prasarana pemerintahan Kalurahan;
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan
e. pertanahan.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, terdiri dari beberapa sub bidang, antara lain:
a. Pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. kawasan permukiman;
e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
f. perhubungan, komunikasi dan informatika,
g. energi dan sumber daya mineral, dan
h. pariwisata.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, terdiri dari beberapa sub bidang, antara lain:
a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat,
b. kebudayaan dan kegamaan,
c. kepemudaan dan olah raga, dan
d. kelembagaan masyarakat.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari beberapa sub bidang, antara lain:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian dan peternakan;
c. peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan;
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah ;
f. dukungan penanaman modal, dan
g. perdagangan dan perindustrian.
5. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan, terdiri dari beberapa sub bidang, antara lain:
a. penanggulangan bencana ;
b. keadaan darurat, dan
c. keadaan mendesak.

Bidang dan Sub bidang sebagaimana tersebut di atas kemudian dibagi dalam kegiatan-kegiatan dengan nomenklatur yang mengacu pada sistem keuangan Kalurahan.

6.3 Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Kalurahan dimungkinkan adanya defisit anggaran maupun surplus anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus anggaran terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut diperlukan adanya pembiayaan Kalurahan. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan berdasarkan Permendagri Nomor 209 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan berasal dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan pengeluaran pembiayaan lainnya, yaitu berupa sisa pembelian tanah pengganti untuk tanah kalurahan.
Dalam RPJM Kalurahan ini, Pemerintah Kalurahan berkomitmen dalam pelayanan masyarakat. Di samping itu dalam rangka implementasi Badan Hukum BUM Desa dan penguatan modal serta peningkatan kinerja, maka Pemerintah Kalurahan juga berkomitmen untuk melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Binangun Lancar Demangrejo yang berorientasi keuntungan/profit dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kalurahan yang diharapkan dapat memperoleh bagi hasil laba, sehingga dapat meningkatkan pendapatan Kalurahan sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.
Kebijakan pengelolaan pembiayaan Kalurahan diarahkan kepada optimalisasi pengelolaan sisa belanja dari berbagai sumber dan mendorong efektifitas pembiayaan, sehingga mampu untuk menutup defisit anggaran.

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan-kebijakan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Demangrejo adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spirituil menuju Demangrejo yang bersih dari narkoba (Bersinar), Aman, Makmur, yaitu:
· Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berimbang dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat wilayah akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi, pengangguran, menutup celah-celah masuknya narkoba, gangguan keamanan serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Kalurahan Demangrejo yang bersih dari narkoba, aman, sejahtera lahir dan batin.
· Pembangunan di wilayah diselanggarakan dengan memperhatikan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya.
b. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan berbudaya, yaitu:
· Kesadaran akan budaya daerah memberikan arah bagi perwujudan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.
· Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia untuk mendorong mencapai kemajuan pembangunan.
· Pembangunan Agama diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.
c. Mewujudkan masyarakat Kalurahan Demangrejo yang aman, damai dan bersatu, yaitu :
· Terjaminnya keamanan, ketertiban dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.
· Keamanan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan keamanan dan ketertiban sosial masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, sosial budaya masyarakat Kalurahan Demangrejo.

· Meningkatkan profesionalisme aparatur serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan, ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
d. Mewujudkan masyarakat Kalurahan Demangrejo yang demokratis berlandaskan hukum, yaitu :
· Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Kalurahan Demangrejo yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin.
· Demokrasi akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat serta meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
· Hukum yang ditaati akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal. 
· Meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif.
· Mensosialisasikan pentingnya keberadaan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
e. Mewujudkan masyarakat Kalurahan Demangrejo yang maju dan mandiri, yaitu:
· Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk bidang- bidang keunggulan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja.
· Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di wilayah Kalurahan Demangrejo dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil yang mampu memberikan lapangan kerjalebih luas kepada keluarga miskin.


BAB VIII
PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Berdasarkan strategi pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, yang merupakan penjabaran visi dan misi Lurah terpilih, dan setelah menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai unsur yang meliputi tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya, maka telah ditetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Program-program pembangunan yang telah ditetapkan pada hakekatnya merupakan garis-garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai sasaran jangka pendek atau melalui RKP Kalurahan tahunan, sehingga secara kumulatif selama lima tahun ke depan akan terwujudlah visi Kalurahan.
Sesuai dengan kedudukan RPJM Kalurahan sebagai panduan dan rujukan dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan selama kurun waktu enam tahun ke depan, maka program-program pembangunan yang telah ditetapkan harus menjadi rujukan dalam penyusunan RKP Kalurahan tahunan.
Adapun program-program pembangunan yang merupakan visi dan misi tersebut, dikelompokkan dalam agenda pokok pembangunan berdasarkan Peta Jalan SDG's Desa, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik (good gorvenance), meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
1. Agenda Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good gorvenance)
Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya misi ini adalah reformasi penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Adapun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :
a. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan Kalurahan:
b.  Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kalurahan,
c. Pengawasan pemerintahan dan pembangunan,
d. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan Kalurahan:
e. Penyediaan dan peningkatan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum,
f. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang dapat memberikan pelayanan masyarakat secara maksimal:
g. Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kalurahan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,

h. Mengembangkan kehidupan demokrasi masyarakat lewat partisipasi aktif di setiap kegiatan pembangunan:
i. Mendorong terciptanya kesadaran masyarakat yang taat dan patuh terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan, hukum, dan kesepakatan lokal.
2. Agenda Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.
 Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kecerdasan dan kualitas SDM yang beriman dan bertagwa kepada Allah SWT, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah:
a. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan bagi keluarga kurang mampu,
b. Penyediaan, pemerataan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana,
c. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan:
d. pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan usia lanjut:
e. Perbaikan gizi masyarakat:
f. Pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan:
g. Mengembangkan pendidikan agama, budi pekerti dan akhlag mulia serta memupuk keimanan dan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
h. Mengembangkan sarana dan prasarana peribadatan, olahraga, kesehatan, seni budaya dan informasi yang dapat diakses secara cepat,
i. Mengembangkan dan melestarikan budaya, adat istiadat dan kearifan lokal, Menjaga kelestarian seni, budaya dan olah raga yang ada di Kalurahan Demangrejo serta pembinaan kelompok seni budaya serta olah raga dengan memberikan bantuan sesuai kemampuan Pemerintah Kalurahan:
j. Mengalokasikan bantuan untuk program-program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kalurahan.
3. Agenda Meningkatkan Kemandirian masyarakat
Agenda meningkatkan kemandirian masyarakat dilaksanakan melalui penempatan prioritas pembangunan yang dapat mendorong pemberdayaan masyarakat dan kemitraan pembangunan, yaitu: 
a. Pemeberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat: 
b. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
c. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d.  Fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. Pengembangan teknologi tepat guna:



f. Menjalin kerjasama dengan pihak Ketiga, instansi terkait, lembaga masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan untuk program pengentasan kemiskinan serta membuka lapangan kerja agar dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan tetap;
g. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dipersiapkan untuk menjadi tenaga terampil sesuai dengan bidang dan keahlian yang di kehendaki untuk peningkatan ketrampilan yang berdaya guna dan berhasil guna;
h. Menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui sektor- sektor usaha Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Jasa, Industri dan Kerajinan;
i. Meningkatkan dan memberdayakan lembaga-lembaga Kalurahan ;
j. Menumbuhkembangkan sikap gotong - royong dalam kehidupan bermasyarakat; 
k. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan mandiri ;
l. Menumbuhkan sarana prasarana pemasaran hasil-hasil pertanian dan kerajinan;
m. Mengelola sumber daya alam yang bersinergi dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu dan teknologi serta berwawasan lingkungan;
n. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya kepada masyarakat berorientasi kepada tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
o. Mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat dan dinamis, kreatif dan inovatif dengan produktivitas yang tinggi.
Agenda-agenda pokok pembangunan tersebut, kemudian dijabarkan di dalam rancangan RPJM Kalurahan Demangrejo Tahun 2022-2027 yang diselaraskan dengan hasil pengkajian keadaan Kalurahan, usulan/gagasan Padukuhan/kelompok masyarakat, dan Peta Jalan SDG's Desa.


BAB IX
PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Kalurahan Demangrejo ini disusun sebagai dasar untuk mencapai visi dan misi Kalurahan Demangrejo serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDG's Desa). Dokumen RPJM Kalurahan Demangrejo ini disusun berdasarkan hasil pengkajian keadaan Kalurahan Demangrejo secara obyektif dan hasil penggalian gagasan Padukuhan maupun kelompok masyarakat yang merupakan wujud rencana Pembangunan yang partisipatif dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
Mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat akan berpengaruh pula pada perkembangan dan pertumbuhan masyarakat sehingga tuntutan dan kebutuhan masyarakatpun berubah, maka isi Dokumen RPJM Kalurahan ini dapat bersifat fleksibel untuk disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat sepanjang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perlu adanya jalinan kerjasama dan kemitraan dengan dinas/instansi/lembaga terkait dan Stakeholders lainnya dalam upaya dapat terlaksananya rencana pembangunan ini, khususnya dalam usaha mendapatkan dukungan dana. 
Seluruh jajaran aparatur pemerintah Kalurahan, pimpinan/pengurus lembaga kemasyarakatan Kalurahan, tokoh masyarakat dan warga Kalurahan Demangrejo diharapkan memiliki komitmen, semangat dan tekad serta tanggung jawab secara bersama- sama, bergotong royong secara sinergis untuk memajukan Kalurahan Demangrejo.
Demikian Dokumen RPJM Kalurahan Demangrejo ini kami susun. Kami menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Dokumen RPJM Kalurahan Demangrejo ini. Semoga Dokumen RPJM Kalurahan Demangrejo ini dapat bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kalurahan Demangrejo dan semua pihak yang berkepentingan.
	
	
	Demangrejo, 24 Februari 2022
LURAH DEMANGREJO,
GUNAWAN
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LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KALURAHAN

KALURAHAN	: DEMANGREJO
KAPANEWON	: SENTOLO
KABUPATEN 	: KULON PROGO
PROPINSI		: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. LATAR BELAKANG
Pengkajian keadaan kalurahan merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RPJM Kalurahan. Dengan kajian ini diharapkan proses perencanaan pembangunan kalurahan dapat mempertimbangkan kondisi objektif kalurahan. Pengkajian keadaan kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan kalurahan adalah ketersediaan RPJMKal dan RKPKal. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek kalurahan. Maka kualitas RPJMKal dan RKPKal menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Kalurahan (PKK) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan. Selain itu, rencana program dan/atau kegiatan yang termuat di dalam Dokumen Perencanaan Kalurahan harus difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Kalurahan.

II. TUJUAN
Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, berdasarkan data yang diambil oleh Tim RPJM Kal, antara lain:
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota,
b. pengkajian potensi kalurahan,
c. pengkajian peluang pendayagunaan potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Pembangunan dan Sumber Daya Sosisal Budaya,
d. pengkajian permasalahan yang dihadapi dan potensi solusi terhadap permasalahan tersebut,
e. merumuskan  gagasan/usulan  padukuhan dan kelompok masyarakat, dan
f. merumuskan rekomendasi program/kegiatan berdasarkan capaian SDG's Kalurahan.

III. TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN KALURAHAN
Pengkajian keadaan Kalurahan telah diatur dalam Permendagri No.114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam peraturan ini disebutkan, pelaksana pengkajian keadaan kalurahan adalah Tim Penyusun RPJM Kalurahan. Pengkajian keadaan kalurahan ini dibantu oleh kader, stakeholder, SKPD terkait dan semua pihak yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Pengkajian Keadaan Kalurahan.

IV. PEDEKATAN DAN METODE
Penyelarasan data kalurahan merupakan langkah awal melakukan pengkajian kalurahan. Penyelarasan data kalurahan dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai aset kalurahan melalui identifikasi berdasarkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya.
Untuk melakukan penyelarasan data kalurahan dilakukan melalui kegiatan:
a.  pengambilan data dari dokumen data kalurahan:
b.  pembandingan data kalurahan dengan kondisi kalurahan terkini.
Data kalurahan meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sumber daya sosial budaya yang ada di kalurahan. Hasil penyelarasan data kalurahan dituangkan dalam format data kalurahan. Format data kalurahan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan kalurahan. Hasil penyelarasan data kalurahan menjadi bahan masukan dalam musyawarah kalurahan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan.
Langkah kedua adalah pengkajian keadaan kalurahan dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa). Pelaksanaannya yaitu dengan penggalian gagasan padukuhan dan kelompok masyarakat untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya kalurahan, dan masalah yang dihadapi kalurahan.
Langkah selanjutnya adalah sinkronisasi data-data yang diperoleh oleh Tim RPJM Kalurahan dengan data capaian SDG's Kalurahan.

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN
Alat kaji dan instrumen untuk melaksanakan pengkajian keadaan kalurahan adalah sebagai berikut:
a. Teknik Menggali Sejarah Kalurahan
Dengan teknik ini masyarakat diajak melihat dan menyimak kembali sejarah kalurahannya misalnya berkaitan dengan asal usul terbentuknya kalurahan, keadaan atau peristiwa penting bagi kalurahan termasuk refleksi atas program-program pembangunan yang pernah masuk dan mempengaruhi kehidupan kalurahan. Dengan belajar pada sejarah kalurahan, pemerintah kalurahan maupun warga diharapkan mendapatkan pembelajaran tentang kewenangan kalurahan baik yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala kalurahan. Dengan merefleksikan program-program yang pernah ada, masyarakat mengetahui keunggulan, kelemahan, model pengelolaan ataupun kemanfaatan program itu sendiri bagi kalurahan. Sehingga akan memberikan pembelajaran bagi pengelolaan program program kalurahan berikutnya. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara membuka kembali buku Sejarah Kalurahan Sentolo yang baru saja di-launching.
b. Teknik Identifikasi Lima Modal
Pendekatan penghidupan berkelanjutan (Sustainable Livelihoods Approach) menekankan keberfungsian pada lima aset masyarakat yaitu modal alam (natural capital), modal fisik buatan manusia (infrastructure/physical capital/ man-made capital), modal manusia (human capital), modal uang (financial capital), dan modal sosial- budaya (social capital), yang saling melengkapi untuk meningkatkan ketahanan sosial ketika terjadi guncangan terhadap sistem penghidupan.
Dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, penggunaan sustainable livelihoods approach sebagai landasan teori tercermin dari tujuan pengaturan desa, yang diantaranya menyatakan sebagai berikut: (1) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, dan (2) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, serta (3) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Dengan kata lain, pembangunan desa dimaksudkan untuk mendorong masyarakat desa mengembangkan aset masyarakat/komunitas untuk meningkatkan ketahanan sosial mereka guna mengentaskan dari kemiskinan.
Untuk mengetahui keberadaan dan pemanfaatan aset masyarakat dapat menggunakan teknik identifikasi lima modal meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sumber daya sosial budaya, sumber daya keuangan yang ada di kalurahan.
c. Teknik Sketsa Desa
Gambar desa (sketsa desa) adalah gambaran desa secara kasar/umum tentang keadaan sumber daya fisik desa (alam maupun buatan). Sketsa desa sebagai alat kajian digunakan untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah.
d. Teknik Diagram Kelembagaan
Diagram kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peranan (manfaat) lembaga bagi masyarakat, yang dapat digunakan untuk menggali masalah yang berhubungan dengan peranan (manfaat) lembaga bagi masyarakat. Lembaga di kalurahan adalah sekumpulan orang atau profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (baik formal maupun non formal).
e. Kalerder Musim
Kalender Musim Adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah yang menyangkut kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang.
f. Skor SDGs kalurahan
Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu Skor SDG's Kalurahan dapat menjadi salah satu alat kaji dan instrumen untuk pengkajian keadaan kalurahan.  Karfenadidalamnya terdapat informasi terkait capaian kalurahan terhadap 18 indikator capaian tujuan SDG's dan rekomendasi program/kegiatan berdasarkan capaian tersebut.

VI. HASIL
Hasil pengkajian keadaan Kalurahan meliputi data-data yang diperoleh oleh Tim RPJM Kalurahan antara lain :
a. Pengkajian keadaan Kalurahan berdasarkan kajian sejarah Kalurahan Demangrejo
Kalurahan Demangrejo merupakan gabungan dari Kalurahan Demangan dan Kalurahan Bonoharjo yang terjadi pada tahun 1947. Kalurahan Demangan awalnya terdiri dari Padukuhan Demangan, Padukuhan Karang Patihan, Padukuhan Kijan Sedangkan Kalurahan Bonoharjo, awalnya terdiri dari Padukuhan Belik, Padukuhan Banaran, dan Padukuhan Kenteng.
Dengan bergabungnya Kalurahan Demangan dan Kalurahan Bonoharjo menjadi Kalurahan Demangrejo telah menggabungkan dua kekuatan sosial politik setelah masa revolusi kemerdekaan. Setelah penggabungan dua kalurahan tersebut, maka segenap pamong Kalurahan Demangrejo, tokoh masyarakat bersama seluruh masyarakatnya kemudian mengelola sumber daya alam dan manusianya untuk melaksanakan pembangunan sektoral kalurahan yang vital, seperti bidang pertanian, perdagangan, akses transportasi serta sarana-sarana kesejahteraan masyarakat umum. Meskipun secara struktur pemerintah Kalurahan Demangrejo memiliki pengawas seperti otoritas kapanewon dan kabupaten atas pembangunan Kalurahan, namun mereka (aparatur Kalurahan dan masyarakat) mampu untuk melaksanakan, mengawasi jalannya pembangunan dan mengevaluasinya sendiri, sehingga didapatkan hasil pembangunan yang berkelanjutan sepanjang tahun 1947 sampai dengan tahun 2021. Dengan usaha keras antara biroktat lokal kalurahan dan masyarakatnya, maka pembangunan sektoral yang dilakukan di Kalurahan Demangrejo, mampu membentuk ekosistem sosial di menjadi Kalurahan yang maju dan berkembang tanpa meninggalkan ciri masyarakat agrarisnya. Dalam segi geografis, pembangunan Kalurahan Demangrejo juga tidak menghapus budaya mereka sebagai masyarakat agraris, seperti yang terlihat dari representasi adat, tradisi, seni, dan agamanya yang berciri khas budaya agraris.
Berdasarkan kajian sejarah di atas, maka program/kegiatan perlu diprioritaskan adalah pada pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada peningkatan pelatihan ketrampilan, pembinaan kemasyarakatan yang difokuskan pada pelestarian budaya dan nilai tradisi, dan pembangunan insfrastruktur yang menunjang perekonomian masyarakat.
b. Pengkajian Potensi dan Masalah berdasarkan Sketsa Kalurahan.
Menurut data rekapitulasi masalah dan potensi berdasarkan potret/sketsa kalurahan, maka didapatkan bahwa permasalahan utama di tingkat kalurahan adalah terkait belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat, kurangnya akses sarana prasarana penunjang kegiatan pertanian. Hal ini dapat kita lihat pada tingkat pendapatan masyarakat yang relatif masih rendah, kurang optimalnya penyediaan sarana prasarana akses pertanian (jalan usaha tani, saluran irigasi dan drainase), dan lain-lain. Ditingkat kewilayahan masih banyak akses sarana prasarana jalan lingkungan yang belum memadai. Potensi Kalurahan Demangrejo dalam menangani berbagai permasalahan ini antara lain adalah sumber daya manusia yang cukup banyak, budaya gotong royong yang masih lestari, keberadaan lembaga kemasyarakatan kalurahan yang cukup aktif dan kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas umum.
Berdasarkan masalah dan potensi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan perlu diprioritaskan pada pembangunan yang lebih memprioritaskan pada pembangunan akses sarana prasaran pertanian, pemberdayaan masyarakat terutama untuk memfasilitasi/pendampingan berupa pelatihan ketrampilan, penyediaan akses keuangan dan lain-lain. Kegiatan pembinaan masyarakat diperlukan sosialisasi dan pendayagunaan kelembagaan masyarakat dan lain-lain. Sedangkan untuk pembangunan kewilayahan (Padukuhan) berdasarkan skala prioritas kebutuhan dengan memperhatikan keadilan pembangunan.
c. Pengkajian Potensi Masalah berdasarkan Kalender Musim
Menurut data rekapitulasi masalah dan potensi berdasarkan kalender musim, maka didapatkan bahwa permasalahan utama di tingkat kalurahan adalah pada musim hujan sering terjadi banjir di lahan persawahan, jalan rentan rusak akibat tergerus air hujan, pohon tumbang, dan terjadinya potensi wabah penyakit demam berdarah. Pada musim Kemarau di wilayah persawahan Demangrejo selatan sering terjadi kekurangan air dan untuk penyediaan air bersih dapat tertangani dengan adanya saluran PAM dari PDAM.
Berdasarkan masalah dan potensi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan perlu diprioritaskan pada pembangunan yang lebih memprioritaskan pada pembangunan saluran drainase yang memadai, pemeliharaan jalan kalurahan dan dalam pemberdayaan masyarakat perlu di sosialisasikan tentang pentingnya hidup bersih dan sehat dan berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap potensi penyebaran penyakit menular khususnya demam berdarah pada musim penghujan.
d. Pengkajian Potensi Masalah berdasarkan Diagram Kelembagaan
Menurut data rekapitulasi masalah dan potensi berdasarkan Diagram Kelembagaan, maka didapatkan bahwa permasalahan utama di tingkat kalurahan adalah belum maksimalnya peran beberapa kelembagaan Kalurahan dalam menunjang program/kegiatan yang ada di kalurahan. Hal ini terlihat dengan berbagai permasalahan yang ada di Kalurahan Demangrejo belum tertangani dengan maksimal, mulai dari masalah ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban. Namun demikian potensi untuk meyelesaikan permasalahan juga sangat besar, antara lain SDM, peran tokoh masyarakat, masih terdapat pengurus aktif, fasilitas kelembagaan yang memadai dan lain sebagainya.
Berdasarkan masalah dan potensi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan perlu diprioritaskan pada pembinaan kelembagaan masyarakat kalurahan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM pengurus dan anggota dan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih besar bagi lembaga kemasyarakatan kalurahan untuk membantu mengimplementasikan program/kegiatan yang ada di Kaluarahan, meningkatkan peran BUMDesa dalam menangani permasalahan ekonomi dan sosial.
e. Pengkajian Potensi Masalah berdasarkan Pendayagunaan sumber daya Kalurahan
Menurut data rekapitulasi masalah dan potensi berdasarkan Pendayagunaan sumber daya Kalurahan, maka terdapat potensi sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang merupakan modal utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk permasalahan utama di tingkat kalurahan adalah belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya tersebut. Dari sisi sumber daya manusia Kalurahan Demangrejo memiliki SDM yang cukup banyak dengan tingkat pendidikan yang mayoritas minimal sudah tamat SMP/SMA. Dari sisi sumber daya pembangunan, Kalurahan Demangrejo memiliki aset-aset penunjang pembangunan yang cukup memadai. Kondisi geografis yang dilintasi jalan nasional merupakan masalah sekaligus salah satu potensi sebagai aset prasarana umum.
Hal lain yang perlu dimaksimalkan potensinya untuk menunjang pembangunan adalah keberadaan fasilitas sarana dan prasarana transportasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, olahraga dan keberadaan kelompok usaha ekonomi produktif dan aset berupa modal.
Dari sisi sumber daya sosial budaya, Kalurahan Demangrejo masih memiliki tradisi-tradisi sebagai identitas sebuah kalurahan, seperti masih terdapat kelompok penggiat seni budaya, upacar adat tradisi, sifat kegotongroyongan yang masih lestar, peringatan hari besar keagamaan dan lain sebagainya. 
Berdasarkan masalah dan potensi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan pelaksanaan pembangunan yang difokuskan pada pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada peningkatan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya pembangunan yang ada, pembinaan masyarakat yang difocuskan pada peningkatan kapasitas kelompok penggiat seni dan budaya serta peletarian adat, tradisi, seni dan agama.
f. Pengkajian Potensi Masalah berdasarkan Skor SDG’s Kalurahan
Menurut data skor SDG’s (hasil olahan data pusdatin Kementrian Desa), capaian secara keseluruhan SDG’s Kalurahan Demangrejo adalah 54,67 %. Beberapa indikator capaian tujuan SDG’s yang perlu dicermati dan ditingkatkan adalah :
1. Desa Peduli Lingkungan Darat (0%)
2. Desa Tanggap Perubahan Iklim (0%)
3. Kelembagaan Desa Dinamis dan Berbudaya Desa Adaptif (29,30%)
4. Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman (30,40%)
5. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata (48,25%)
6. Konsumsi dan Produkdi Desa Sadar Lingkungan (51,12%)
7. Desa Tanpa Kesenjangan (51,23%)
8. Desa Tanpa Kemiskinan (56,70%)
9. Insfrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan (52,12%)
10. Desa Tanpa Kelaparan (67,45%)
11. Desa Sehat dan Sejahtera (65,12%)
Berdasarkan data skor SDG’s diatas. Maka perlu memprioritaskan program/kegiatan yang mendukung capaian tujuan SDG’s.

VII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT
Rencana kerja tindak lanjut terkait pengkajian keadaan Kalurahan ini adalah :
a. Penyampaian laporan hasil pengkajian keadaan Kalurahan untuk disepakati dalam forum Musyawarah Kalurahan;
b. Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Kalurahan berdasarklan skala prioritas;
c. Penyesuaian program/kegiatan dengan rumusan dan arah kebijakan pembangunan yang dijabarkan berdasarkan visi dan misi Lurah Demangrejo.
							         Demangrejo,   Januari 2022
	Mengetahui,					Ketua Tim Penyusun
	Lurah Demangrejo,				RPJM Kalurahan Demangrejo,




	Gunawan						Rubiyono
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